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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan 

sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hasil 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja 

migran Indonesia adalah merupakan terpadu, adanya integrasi dan 

koordinasi antara dinas instansi terkait dalam satu atap untuk 

mempermudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam 

penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia yang 

diselengarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis 

pelayanan, seperti Dinas tenaga kerja, BP2MI, Sarana kesehatan, 

Imigrasi, BPJS kesehatan, perbankan, Dinas dukcapil, Kepolisian.. 

2. Implementasi layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan 

pekerja migran Indonesia, dalam penerapannya di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat telah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dimana pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan secara 

terkoordinasi dan terintegrasi dengan tujuan untuk memenuhi layanan 

secara cepat, transparan, kepada calon pekerja migran Indonesia. Pada 

Kabupaten Lombok Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Nusa 

Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi 
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Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 40 Tahun 2019. 

Layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja 

migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat atapun di 

Kabupaten Lombok Timur memiliki kendala-kendala, yang mana 

kendala yang dihadapi di wilayah Kabupaten lebih kompleks dari 

Provinsi. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Perlunya untuk melakukan koordinasi antara instansi pelayanan terkait 

dalam layanan terpadu satu atap Provinsi Nusa Tenggara Barat agar dapat 

maksimal dalam proses pelayanan layanan terpadu satu atap penempatan 

dan pelindungan pekerja migran Indonesia; 

2. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur untuk membuat regulasi yang 

baru agar sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 

40 Tahun 2019 dan dapat menganggarkan dana kaitannya dengan pelatihan 

dan kompetensi bagi calon pekerja migran Indonesia. 
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